
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

NOMOR PER- 10 /BC/2018 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH 

Menimbang 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

a . bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian Bea 

Masuk Ditanggung Pemerintah telah diatur dengan 

Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-05/BC/2017 

tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung 

Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk 

Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan 

Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor 

Tertentu; 

b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan 

pengawasan dalam pemberian fasilitas Bea Masuk 

Ditanggung Pemerintah dan untuk mengakomodir 

perkembangan industri serta sehubungan dengan adanya 

perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung 

Peme1intah atas Impor Barang dan Bahan untuk 

Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan 

Umum dan Peningkatan Daya Saing lndustri Sektor 

Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal 

Bea dan Cukai tentarig Tata Cara Pemberian Bea Masuk 

Ditanggung Pemerintah maka perlu mengatur kembali 

Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) 

dan Pasal 9C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung 

Pemerint~h atas Impor Barang dan Bahan untuk 

Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan 

Umum dan Peningkatan Daya Saing lndustri Sektor 

Tertentu sebagaimana telah diubah dengan 



Mengingat 

Menetapkan 
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Peraturan ·Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Non1or 248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk 

Ditanggung Peme1intah atas Impor Barang dan Bal1an 

untuk Memproduks.i Barang dan/ atau J asa Guna 

Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing lndustri 
. . 

Sektor Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Direktur 

Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian 

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 

tentang Bea ·_ Masuk Ditanggung Pemerint~h atas Impor 

Barang dan Bal1an untuk Memproduksi Barang dan/ atau 

Jasa Gt1na Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing 

lndustri Sektor Tertentu (Serita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1979) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.010/2018 

tentang Pe1ubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

248/PMK.011/2014 tentang Bea Masuk Ditanggung 

Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk 

Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan 

Umum dan Peningkatan Daya Saing lndustri Sektor Tertentu 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 242) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK 

DITANGGUNG PEMERINTAH. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya 

disingkat BM DTP adalah fasilitas bea masuk terutang 

yang dibayar oleh pemerintah dengan alokasi dana yang 

telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Perubahan. 

2. Industri Sektor Tertentu adalah industri yang layak 

untuk diberikan BM DTP sesuai dengan kebijakan 

pengembangan industri nasional. 

3. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam 

industri sektor tertentu yang dap~t memperoleh BM 

DTP. 

4. Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 

yang selanjutnya disingkat Penerima Fasilitas KITE 

adalah badan usaha yang telah mendapat penetapan 

fasilitas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa 

fasilitas pengembalian bea masuk, fasilitas pembebasan 

bea masuk dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah terutang tidak dipungut, atas Impor Bal1an Baku 

untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain 

dengan tujuan untuk diekspor . . 

5 . Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat 

. untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) 

· atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan 

kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), 

pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas . barang

barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk 

dikeluarkan ke:inbali. 
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6. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB 

adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun 

barang asal luar daerah pabean dan/ a.tau barang yang 

berasal dart tempat lain dalam daerah pabean, dapat 

disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam 

jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 

7. Ba.rang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah 

jadi dan/ a.tau bahan baku termasuk suku ca.dang dan 

komponen, yang diolah, dirakit, a.tau dipasang untuk 

menghasilkan barang dan/ atau jasa. 

8. Kantor Pa.bean adalah kantor dalam lingkungan 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya 

kewajiban pa.bean sesuai dengan ketentuan Undang

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

sebagaimana telah ':1iubah dengan Undang-Undang . 

Nomor 1 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

9. Pemberital1uan Pabean Impor adalah pemyataan yang 

dibuat oleh orang <la.lam rangka melaksanakan kewajiban 

pa.bean impor dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan 

dalam Undang-Undang Kepabeanan. 

10. • Pembina Sektor Industri adalah menteri/pimpinan 

lembaga yang membina Industrt Sektor Tertentu. 

11 . Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Subsidi Bea Masuk 

Ditanggung Pemerintah yang selanjutnya disingkat KPA 

BM DTP adalah pejabat pada kementerian 

negara/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 

untuk melakukan pengelolaan anggaran belanja subsidi 

bea masuk ditanggung pemerintah. 

12. Direktur adalah Direktur pada Dire~torat Jenderal Bea 

dan Cukai yang mempunyai tugas merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang 

fasilitas kepabeanan. 
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BAB II 

PERMOHONAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH 

Pasal 2 

(1) Terhadap impor Ba.rang dan Bahan untuk memproduksi 

barang dan/ atau jasa guna kepentingan umum dan 

peningkatan daya saing Industri Sektor Tertentu, dapat 

diberikan BM DTP, dengan KPA BM DTP dan alokasi 

pagu anggaran sebagaimana ditetapkan pada Peraturan 

Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan Bea Masuk 

Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu tahun 

anggaran berjalan. 

(2) Untuk memperoleh BM DTP sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1). Perusahaan harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 

a. tidak pernah melakukan kesalahan dalam 

memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang 

pada Pemberital1.uan Pabean Impor dengan fasilitas 

BM DTP yang menyebabkan kekurangan 

pembayaran bea masuk selama 1 (satu) tahun 

terakhir; 

b. tidak mempunyai utang bea masuk, cukai dan pajak 

dalam rangka impor yang telal1. lewat jatuh tempo 

pembayaran; 

c. mempunyai Rencana Impor . Barang yang telah 

disetujui dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor 

lndustri; dan 

d. mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal 

Bea dan Cukai. 

(3) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a merupakan Pemberitahuan Impor 

Barang (BC 2.0), Pemberitahuan Impor Barang dari 

Tempat Penimbunan Berikat untuk • Diimpor untuk 

Dipakai (BC 2 .5), dan/atau Pemberitahuan Impor Bantng 

dart Pusat Logistik Berikat (BC 2 .8). 
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(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

d, diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u. p. 

Direktur sesuai format surat permohonan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilengkapi dengan· dokumen: 

a. asli Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan 

ditandasahkan oleh Pembina Sektor Industri sesuai 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 

yang mer:upakan bagian tidak terpisal1kan dari 

Peraturan Direktur Jenderal ini, disertai data dalan1 

bentuk softcopy; dan/ atau 

b. dalam hal Perusahaan yang mengajukan 

permohonan untuk memperoleh BM DTP 

merupakan Penerima Fasilitas KITE, selain harus 

melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud 

pada huruf (a), Perusahaan dimaksud harus 

melampirkan surat keterangan penerapan Sistem 

Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT 

lnventory) yang diterbitkan pada tahun anggaran 

berjalan atau satu tahun sebelumnya oleh Kepala 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 

atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 

Cukai penerbit keputusan • pemberian fasilitas 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) 

Pembebasan atau Pengembalian, sesuai format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur J enderal ini. 

{6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai atau Portal Indonesia National 

Single Window. 
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(7) Dalam hal Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau 

Portal Indonesia National Single Window sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6) belum dapat dioperasikan atau 

mengalami gangguan operasional, Perusahaan 

mengajukan permohonan secara manual dalam bentuk 

hardcopy. 

Pasal 3 

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (4) disampaikan secara manual dalam 

bentuk hardcopy, Direktur memberikan persetujuan atau 

penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari 

kerja terhitung setelah permohonan diterima secara 

lengkap dan sesuai. 

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (6). Direktur memberikan persetujuan atau 

penolakan dalam jang_!ca waktu paling lan1a 5 (li1na) jam 

ke1ja terhitung setelah permohonan diterima secara 

lengkap dan sesuai. 

(3) Dalam hal permohonan disetujui sebagian atau 

seluruhnya, Direktur atas nama Menteri Keuangan 

menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang 

·Pemberian BM DTP atas Imper Barang dan Bahan untuk 

memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan 

umum dan peningkatan daya saing industri sektor 

tertentu tahun _anggaran berjalan. 

(4) Dalam hal permohonan ditolak sebagian atau 

seluruhnya, Direktur atas nama Menteri Keuangan 

menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan 

alasan penolakan. 

(5) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dilnaksud 

pada ayat (3) berlaku paling lama sampai dengan tanggal • 

31 Desember tahun anggaran berjalan. 
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Pasal 4 

(1) Terhadap Keputusan Mente1i Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalain Pasal 3 ayat (3), dapat dilakukai1 

perubahan. 

(2) Untuk dapat melakukan perubahan atas Keputusan 

Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud p~da ayat (1). 

Perusahaan mengajukan Surat Permohonan Perubahan 

kepada Direktur dengan menyebutkan alasan perubahan. 

(3) Dalan1 hal perubal1an sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berkaitan dengan data Rencana Impor Barang {RIB). 

maka permohonan harus dilampiri dengan: 

a. Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); 

b. Rencana Impor Barang Perubahan yang telah 

disetujui• dan ditandasahkan oleh Pembina Sektor 

Industri; dan 

c. surat pemyataan mengenai realisasi impor atas 

Barang dan Bahan yang tercantum dalam 

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimai1a 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), sesuai format 

sebagaimana tercai1tum dalam Lampiran IV yai1g 

meru pakan bagian tidak terpisahkan da1i Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

(4) Dalam hal Perusahaan telah melakukan realisasi impor 

atas Barang dan Bahan yang tercantum dalam 

Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (3), selain melampirkai1 dokumen 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka permohonan 

juga dilampiri dengan: 

a. Bukti Penerimaan Negara dan Lembai· Kode Billing 

atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual 

(BPPM); dan 

b. fotokopi Lembar Pemotongan Jumlah Barang dan 

Bahan dan Lembar Pemoto_ngan Nilai Total BM DTP. 
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(5) Perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), tidak 

berlaku terhadap Ba.rang dan Bah.an yang telah 

mendapatkan nomor pendaftaran Pemberital1uan Pabean 

Impor di Kantor Pabean tempat pemasukan. 

(6) Terhadap permohonan perubahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara 1nanual 

dalam bentuk hardcopy, Direktur memberikan 

persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah permohonan 

diterima secara lengkap dan sesuai. 

(7) Dalam hal permohonan perubahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik 

melalui Portal Direktorat J enderal Bea dan Cukai atau 

Portal Indonesia National Single Window, Direktur 

membe1ikan persetujuan atau penolakan dalam jangka 

waktu paling lama 5 {lima) jam kerja terhitung setelah 

permohonan diterima secara lengkap dan sesuai. 

{8) Dalam hal permohonan perubahan disetujui sebagian 

atau seluruhnya, Direktur atas nama Menteri• Keuangan • 

menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang 

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). 

{9) Dalam hal permohonan perubahan ditolak, Direktur atas 

nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan 

dengan menyebutkan alasan penolakan. 

BAB III 

PEMASUKAN BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN 

Pasal S-

C 1) Dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean barang 

impor yang mendapat ·BM DTP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (3), Perusahaan harus mengajukan 
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Pemberitahuan Imper Ba.rang (BC 2.0) dengan 

mencantumkan: 

a. nomor Keputusan Menteri Keuangan sebagain1ana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan kode fasilitas 

'28' pada huruf D angka 19 kolom "Pemenuhan 

Persya.ratan/Fasilitas Impor"; 

b. "Kep Lainnya (selain 0 1-26 dan 29-36)" pada huruf 

D angka 33 kolom "Keterangan"; dan 

c. nilai BM DTP pada huruf D angka 37 kolom 

"Ditanggung Pemerintah", 

pada Modul Pemberitahuan Impor Ba.rang (Modul PIB). 

(2) Selain pengajuan sebagaimana pada ayat (1), Perusahaan 

harus mengajukan hardcopy Pemberitahuan Impor 

Ba.rang (BC 2.0) ke Kantor Pabean tempat pemasukan 

dengan dilampiri: 

a. Keputusan Mente1i Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan 

b. Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode Billing 

atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM). 

(3) Untuk Perusahaan yang telah mendapatkan: 
. . 

. a. penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan; 

b . pengakuan sebagai Authorized Economic Operator 

(AEO); atau 

c. penetapan sebagai perusahaan yang importasinya 

mendapatkan jalur hijau, 

Perusahaan tersebut wajib menyampaikan hardcopy 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kantor pabean 

tempat pemasukan. 

(4) Hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 

disampaikan paling lambat pada tanggal 5 (lilna) bulan 

berikutnya terhitung sejak tanggal Pemberitah.uan Impor 

Barang (BC 2.0) mendapatkan nomor pendaftaran. 

(5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) jatuh pada hart libur, hardcopy sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat .disampaikan pada ha.ri 

kerja berikutnya. 
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(6) Pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), mengikuti peraturan perundang-unda.11.gan 

mengenai tatalaksana impor. 

BAB IV 

PEMASUKAN BARANG DARI GUDANG BERIKAT DAN 

PUSAT LOGISTIK BERIKAT 

Pasal 6 

(1) BM DTP dapat diberikan kepada Perusahaan atas Bru-ang 

dan • Bahan yang dikeluarkan dari Gudang Berikat ke 

tempat lain dalam daerah pabean. 

(2) Pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran Barang 

dan Bal1.a.11. • dari Gudang Be1ikat ke tempat lain dalam 

daerah pabean, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan mengajukan Pemberitahuan Impor 

Barang dart Tempat Penimbunan Berikat untuk Diimpor 

untuk Dipakai (BC 2.5) ke Kantor Pabean yang 

mengawasi Gudang Berikat dengan mencantumkan: 

a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3} pada 

kolom B angka 18 "Surat • Keputusan/Dokumen 

Lainnya"; dan 

b. nilai BM DTP di bagian "Jenis Pungutan" angka 34 

pada kolom "Ditanggung Pemerintah". 

(3) Pengajua.11. Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat 

Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 

2 .5) ke Kantor Pabean yang mengawasi Gudang Berikat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri 

dengan hardcopy: 

a . Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan 

b. Bukti Penertmaan Negara dan Lembar Kode Billing 

atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual 

(BPPM). 

(4) Ketentuan pengajuan hardcopy sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (3) juga berlaku bagi Pengusaha Gudang 

Berikat atau Pengusaha di Gudang Berikat merangkap 

Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB) yang pada saat 

pengeluaran barang impor mendapatkan penetapan jalur 

hijau. 

(5) Hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 

disampaikari paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan 

be1ikutnya sejak tanggal Pembe1ital1uan Impor Barang 

dari Tempat Penin1bunan Berikat untuk Diimpor untuk 

Dipakai (BC 2.5) mendapatkan nomor pendaftaran. 

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) jatuh pada hart libur, hardcopy sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan pada hart 

keija berikutnya. 

(7) Terhadap pengeluaran Barang dan Bahan dari Gudang 

Berikat, Pengusaha Gudang Berikat atau Pengusaha di 

Gudang Berikat merangkap _ Penyelenggara di Gudang 

Berikat (PDGB) harus membuat surat pernyataan, sesuai 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang 

meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini. 

(8) Pengeluaran Barang dan Bahan dart Gudang Berikat 

kepada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat • 

(1). d_ilakukan sesuai dengan ketentuan perundang

undangan mengenai Gudang Belikat. 

(9) Pengisian Pemberitahuan Imper Barang clari Tempat 

Penimbunan Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 

2.5} sebagaimana dimaksud pada ayat (2). mengikuti 

ketentuan perundang-undangan mengenai tatalaksana 

impor. 

Pasal 7 

( 1) BM DTP dapat diberikan kepada Pen1sahaan atas 

Ba.rang dan Bahan yang berasal dari luar daerah pabean 

yang ditimbun di PLB untuk dikeluarkan ke tempat lain 

dalam daerah pabean. 
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(2) Pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran Ba.rang 

dan Bahan dari PLB ke tempat lain dalam daerah 

pabean, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 

dengan mengajukan Pemberitahuan Pabean berupa 

BC 2.8 ke Kantor Pabean yang mengawasi PLB dengan 

mencantumkan: 

a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan 

sebagaimana dimaksud dalain Pasal 3 ayat {3) pada 

kolom D angka 22 "Dokumen Lainnya"; dan 

b. nilai BM DTP di bagian "Jenis Pungutan" angka 41 

pada kolom "Ditanggung Pemeri.ntah". 

(3) Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang dari Pusat 

Logistik Berikat (BC 2.8) ke Kantor Pabean yang 

mengawasi PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

han1s dilainpiri dengan hardcopy: 

a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai BM DTP 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {3); dan 

b . Bukti • Penerimaan Negara dan Lembar Kode Billing 

atau Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM). 

{4) Ketentuan pengajuan hardcopy sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) berlaku bagi Perusahaan yang 

·menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang dai·i Pusat 

Logistik Berikat (BC 2.8) ke kantor pabean secara 

elektronik. 
I 

(5) Hardcopy sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 

disarnpaikan paling larnbat pada tanggal 5 {lima) bulan 

berikutnya sejak tanggal Pemberitahuan Impor Barang 

dari Pusat Logistik Berikat (BC 2.8) mendapatkan nomor 

pendaftaran. 

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) jatuh pada hari libur, hardcopy sebagaimai.1a 

dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan pada hari 

kerja berikutnya. 

(7) Pengeluaran Barang dan Bahan dari PLB kepada 

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 

dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-
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undangan mengenai PLB. 

BABV 

ADMINISTRASI, PENATAUSAHAAN, DAN DOKUMENTASI 

Pasal 8 

(1) Kantor Pabean Pemasukan Barang melakukan 

administrasi realisasi pemanfaatan BM DTP berdasarkan: 

a . jumlah dan jenis barang; dan/ atau 

b. alokasi anggaran BM DTP yang ditetapkan. 

(2) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan: 

a . menerima dan memberikan tanda terima pengajuan 

dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 

(2), Pasal 6 ayat (3), dan Pasal 7 ayat (3); 

b. meneliti dan melakukan pengurangan secara 

elektronik terhadap jumlal1. dan jenis Ba.rang dan 

Bahan dan/ atau alokasi anggaran BM DTP yang 

ditetapkan; 

c. membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG 

PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN 

MENTERI KEUANGAN NO MOR ... "sesuai fonnat 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Direktur Jenderal ini, pada hardcopy: 

1. Pemberitahuan Pabean Impor; .dan 

2. Bukti Penerimaan Negara dan Lembar Kode 

Billing atau Bukti Penerimaan Pembayaran 

Manual (BPPM}. 

d. mengisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri 

Tertentu tahun anggaran berjalan, nilai BM DTP 

yang diberikan, nama, NIP, tanggal serta paraf 

Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk oleh Kepala 

Kantor Pabean pada cap "BEA MASUK 

DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN 

-----------------------------·-
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PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; 

e. menyelesaikan pelayanan administrasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf 

d dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja 

terhitung sejak clokumen pengajuan diterima secara 

lengkap; 

f. n1enyelenggarakan pembukuan clan 

mengadministrasikan berkas Pemberitahuan Pabean • 

Impor; 

g. menyampaikan laporan kepada Direktur J enderal 

u . p. Direktur yang mempunyai tugas melakukan 

evaluasi implementasi penertmaan dan penagihan 

dan kepada Direktur paling lama setiap tanggal 7 

(tujuh) bulan berikutnya sesuai format sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dart Peraturan Direktur 

Jenderal ini; 

h. menginput data ke dalam aplikasi BM DTP, yaitu: 

1. nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan; 

2. nomor dan tanggal Pemberttahuan Pabean 

Impor, Valuta, Nilai Pabean, nilai BM DTP yang 

dibertkan. 

i. mengunggah dokumen ke dalam aplikasi BM DTP, 

yaitu: 

1. dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c; . 

dan/atau 

2. Surat Penetapan Tartf dan Nilai Pabean (SPTNP) 

atau Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai 

Pabean (SPKTNP}, dalam hal terhadap importasi 

tersebut diterbitkan SPTNP atau SPKTNP. 

(3) Dalam hal pengurangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b tidak dapat dilakukan secara elektronik, 

Kantor Pelayanan Uta.ma Bea dan Cukai atau Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melakukan • 

pengurangan secara manual pada Lampiran Keputusan 
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Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (3) a.tau menggunakan Lembar Pemotongan Jumlah 

Barang dan Bahan clan Lembar .Pemotongan Nilai Total 

BM DTP sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam 

Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian 

tidak terpisahka.n dari Peraturan Direktur J enderal ini. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g 

dan/ a.tau data dalam aplikasi BM DTP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf h merupakan laporan 

dan/ a.tau data nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar 

pencatatan penerimaan. 

(5) Dalam hal jangka waktu penyampaian laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g jatuh pada 

hart libur, penyampaian laporan dapat dilakukan pada 

hari kerja berikutnya. 

(6) Nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar pencatatan 

penerimaan. negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

merupakan nilai bea masuk yang tercanlum dalam 

Pemberitahuan Pabean Impor pada kol01n cap 

. "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH 

BERDASARKAN PERATURAN MENTERl KEUANGAN 

NOMOR ... ". 

(7) Dalam hal t~rdapat penetapan oleh Pejabat Bea dan 

Cukai sehingga mengakibatkan terjadinya SPTNP atau 

SPKTNP: 

a. mengakibatkan kurang bayar: 

1. nilai BM DTP yang dipakai sebagai dasar 

pencatatan penerimaan negara yaitu nilai bea 

masuk yang tercantum di Pemberttahuan 

Pa.bean Impor yang telah dibubuhkan cap "BEA 

MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH 

BERDASARKAN PERATURAN MENTER! 

KEUANGAN NOMOR. .. "; dan 

2. Perusahaan harus melunasi kekurangan 

pembayaran bea masuk yang tercantum dalam 

SPTNP atau SPKTNP sesuai ketentuan di bidang 
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kepabeanan. 

b. mengakibatkan lebih bayar, nilai BM DTP yang 

dipakai sebagai dasar pencatatan penerimaan 

negara adalah nilai bea masuk yang tercantum di 

Pemberitahuan Pabean Impor dikurangi lebih bayar 

bea masuk yang tercantum dalam SPTNP atau 

SPKTNP. 

(8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

oleh Pejabat yang menangani pemotongan kuota pada: 

a . Bidang Fasilitas, dalam hal pengajuan 

Pemberitahuan Pabean Impor disampaikan pada 

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau 

b. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai, dalam hal 

pengajuan Pemberitahuan Pabean Impor 

disampaikan pada Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai. 

(9) Direktur yang mempunyai _tugas melakukan evaluasi 

implementasi penerimaan dan penagihan melakukan 

pencatatan atas penerimaan BM DTP dari laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan/ a tau 

data dalam aplikasi BM DTP se"?agaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf h yang dijadikan dasar untuk 

pencatatan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

{ 10) Direktur melakukan rekapitulasi atas laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan 

menyampaikan Laporan Triwulan Realisasi Bea Masuk 

Ditanggung Pemerintah kepada Menteri Keuangan c.q. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Direktur Jenderal 

Anggaran pada bulan April, Juli, dan Oktober, untuk 

tahun berkenaan dan Januari untuk tahun be1ikutnya. 

Pasal 9 

Perusahaan yang telah mendapatkan BM DTP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus: 

a. menyelenggar.akan pembukuan mengenai pengimporan 
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Barang dan Bahan untuk keperluan audit di bidang 

kepabeanan; 

b . menyimpan dokumen. catatan-catatan, dan pembukuan 

sehubungan dengan pemberian BM DTP selama 10 

(sepuluh) tahun pada tempat usahanya; dan 

c. melak.ukan realisasi impor Barang dan Bahan yang 

mendapat BM DTP dalam jangka wak.tu paling lambat 

pada tanggal 31 Desember pada tahun anggaran berjalan 

yang dibuktikan dengan tanggal pendaftaran 

Pemberital1uan Pa.bean Impor. 

BAB VI 

PENYALAHGUNAAN DAN SANKS! 

Pasal 10 

(1) Terhadap Barang dan Bahan yang diimpor oleh 

Perusahaan sebagaimana dimaksud dalain Pasal 3 ayat 

(3): 

a. wajib digunak.an sesuai peruntukannya oleh 

Perusahaan yang bersangkutan; dan 

b. tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. 

(2) Terhadap penyalahgunaan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Perusahaan dikenai sanksi 

sesuai peraturan yang diterbitkan oleh masing-masing 

Pembina Sektor Industri. 

Pasal 11 · 

BM DTP tidak. dapat diberika.11. dalam hal: 

a. Perusahaan tidak memenuhi ketentuan sebagaima.11.a 

dimak.sud dalam Pasal 5 ayat (4). Pasal 6 ayat (5), 

dan/atau Pasal 7 ayat (5); dan/atau 

b. Pemberitahuan Pa.bean Impor tidak disertai dengan 

dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 5 ayat (2). pasal 6 ayat (3}, dan/atau Pasal 7 

ayat (3). 
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BAB VII 

KETENTUAN LAIN - LAIN 

Pasal 12 

(1) Terhadap pem1ohonan BM DTP sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (4) tidak dapat diberikan persetujuan 

pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan 

menggunakan jaminan ( vooruitslag) . 

(2) Terhadap Barang dan Bahan yang telah dilakukan 

importasinya dengan membayar bea masuk tidak dapat 

diberikan pengembalian bea masuk (restitusO. 

(3) Dalam hal importasi Barang dan Bahan oleh Perusahaan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terkena 

ketentuan larangan dan/atau pembatasan impor, 

ketentuan tersebut harus dipen_uhi. pada saat Ba.rang dan 

Bahan tersebut diimpor sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai pengawasan terhadap 

impor barang larangan dan/ a.tau pembatasan. 

BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 13 

BM DTP yang diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan. 

Direktur Jenderal ini tetap berlaku berdasarkan Peraturan 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2017 

tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk Ditanggung 

Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan untuk 

Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan 

Un1um dan. Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu 

sampai dengan berakhimya Keputusan Menteri Keuangan 

mengenai Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor 

Ba.rang dan Bahan oleh Perusahaan. 
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BAB IX 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 14 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, 

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-

05/BC/2017 tentang Tata Cara Pemberian Bea Masuk 

Ditanggung Pemerintah atas Imper Barang dan Bahan untuk 

Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan 

Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 15 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

u .b. 
Kepala Bagian Umum 

912 1 001 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Mei 2018 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 



: ........ ( 1) ....... . 
: 1 (satu) berkas 
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l.AMPIRAN I 
·PERA.TURAN DIREKI'UR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 10 /BC/2018 TENTANG TATA CARA 
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH 

Nomor 
Lampiran 
Hal Permohonan Bea Masuk Ditanggung Peme1intah atas 

Impor Barang dan Bahan Berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor ......... . (2) ........... . 

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai 
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan 
di Jakarta 

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari: 

Nama Pen1sahaan : ........ (3) .... .. . . 
NPWP : ........ (4) ....... . 
Bidang Usaha : ........ (5) ....... . 
lzin Usaha Nomor : .. ...... (6) ........ tanggal ......... . 
Alamat Kantor : .... ... . (7) ....... . 
Lokasi Proyek : ...... .. (8) ....... . 
Telepon : .. ...... (9) . . . . . . . . Faksimile: ... .... . ( 10) ....... . 
Pejabat yang bisa dihubungi : ...... .. (11) ........ Telepon : .. ..... . (12) ....... . 
Mengajukan Permohonan BM DTP Sektor: ..... ......... (13) .................................. . 

Dengan ini mengajukan permohonan Bea Masuk Ditanggung Pemertntah atas impor 
barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan 
umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu. 

Bersama ini kami lampirkan dokumen I?endukung antara lain : 

1. Asli Rencana Impor Barang yang telah disetujl'.li dan· ditandasahkan oleh Pembina 
Sektor Industri, disertai data dalam bentuk softcopy; 

2. Surat keterangan penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT 
inventory) dart Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama 
Direktorat Jencleral Bea dan Cukai penerbit keputusan pembe1ian fasilitas 
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan atau Pengembalian*). 

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan 
mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian Bea Masuk Ditanggung 
Pemerintah ini. 

----. Pemohon ------, 
terai I 

p Pel'usah . 6.000 I 
~ ____ _! 

--~····· (14) ····· ·:· 

•J clalam hal Perusahaan yang mengajukan pennohonan untuk memperoleh BM DTP 
merupakan Penerima Fasilitas KITE; 
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PETUNJUK PENGISIAN 

No (1) Diisi nomor dan tanggal surat perusahaan. 

No (2) Diisi Nomor Peraturan Menteri K.euangan tentang Bea Masuk 

Ditanggung 

be1jalan. 

Pemerintah Sektor Industri Tertentu tahun anggaran 

No (3) Diisi nama perusahaan. 

No (4) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

No (5) Diisi Bidang Usaha sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

No (6) Diisi Nomor Izin Usaha dan tanggal ditetapkan. 

No (7) Diisi ala.mat kantor. 

No (8) Diisi lokasi proyek. 

No (9) Diisi nomor telepon. 

No ( 10) Diisi nomor faksimile. 

No (11) Diisi nama pejabat di perusahaan yang menangani permohonan BM 

DTP. 

No (12) Diisi nomor telepon pejabat yang menangani BM DTP. 

No (13) Diisi nama sektor BM DTP yang diajukan. 

No ( 14) Oiisi nama dan dit.andatangani oleh pimpinan perusahaan yang 

tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang 

didaftarkan pada Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan. 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaiis Direktorat J enderal 

u.b. 
Kepal~ B:ao~ Umum 

,::; ~ ,.,./.)~ ~-'.?>-J,.;, =-~ 
/', -#"~ -- -. ' 
t ~-t .-~. 

7.L.,j~~ ' ; 1\ "' -,.\ 
"C l'\ 1 

I 

8912 1 001 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 



Halaman .. .. .. .. dari ...... (l) .. . 

Nomor 
Nama Perusahaan 
NPWP 

....... (2) ....... Tanggal: ........ . 

Alamat Perusahaan 
LokasiProyek 
Kurs NDPBM 

Nomor Uraian Perkiraan 
Urut Barang Negara 

Asal 

... (9) .... .. .(10) .. . , ..... (11) ..... 

TOTAL 

. ... .. . (3) ....... . 

... . ... (4) ....... . 

.. ... .. (5) ..... . .. 

... .... (6) .. ..... . 
(7) ·······,- ,··------

Kantor Spesifikasi 
Pabean Teknis (Merk. 

Pemasukan Tipe, Ukuran, 
Bararig Kapasitas dll) 

....... (12) .... .... . ....... (13) ........ . 

TOTAL ALO KASI ANGGARAN YANG DITETAPKAN 

Nomor DIPA : ... ..... (23) ...... . 
Nonior : ....... _(24)·-····· 
Tanggal 
Disetujui dan Disahkan oleh, 
Pembina Sektor Industri 
•••••• •• (25) ••··• •• · 
(Nama Terang) 
NIP 

RENCANAIMPORBARANG 

Jumlah • Perkiraan Harga 
Satuan 

Per Total 
Satuan 

. .... (14) ..... ...(15) ... ... (16) ... 

..... (20) ..... . .. (21) .. . 

PosTarifHS 

.. ........ (17) ..... .... 

l.AMPIRAN II 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ 
NOMOR PER- 10 / BC/2018 TENTANG TATA CARA 
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH 

Perkiraan No. Item pada Lampiran PMK 
Bea Nomor .. .. (8) ... .. 

Masuk 
(Rp) 

.. .. (18) ...... . .. ................ ,(19) ... .. .... ... .. , .. ..... .. 

..... (22) ... .. 

Pemohon 

Cap 
Pemsahaan 

....... (26) ... ... . 
( ............................... ) 



No (1} 

No (2} 

No (3} 

No (4) 

No (5) 

No (6) 

No (7) 

No (8) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

Diisi nomor halaman lampiran. 

Diisi nomor dan tanggal Surat Permohonan. 

Diisi nama perusahaan. 

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Diisi alamat perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Diisi lokasi proyek. 

Diisi Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal Surat Pem1ohonan. 

Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang BM DTP Sektor 

lndustri Tertentu pada tahun anggaran berjalan. 

No (9) Diisi nomor urut ha.rang dalam Rencana Impor Ba.rang (RIB). 

No (10) Diisi uraian ha.rang yang telah disetujui Pembina Sektor Industri. 

No (11) Diisi perkiraan negara asal (dapat lebih dari satu negara asal). 

No (12) Diisi nama Kantor ~a.bean Pemasukan Barang {dapat lebih daii 

satu Kantor Pa.bean). 

No ( 13) Diisi Spesifikasi Teknis {Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll). 

No {14) Diisi Jumlah Satuan Ba.rang yang telah disetujui Pembina Sektor 

Indusui. 

No (15) Diisi harga per satuan perkiraan harga dalam mata uang asing 

dengan Incoterm C&F a tau CIF. 

No (16) Diisi total harga ha.rang perkiraan harga dalam ma.ta uang a.sing 

dengan Incoterm C&F a.tau CIF. 

No ( I 7) Diisi pos tarif berdasarkan Harmonized System {HS) sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang BM DTP Sektor Industri 

Tertentu pada tahun anggaran berjalan. 

No (18) Diisi perkiraan bea masuk_dalam ma.ta uang rupiah. 

No (19) Diisi nomor item pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan 

tentang BM DTP Sektor Industri Tertentu pada tahun anggaran 

berjalan. 

No (20) Diisi total jumlal1 satuan. 

No (21) Diisi total perkiraan harga. 

No (22) Diisi total alokasi anggaran yang ditetapkan dalam ma.ta uang 

rupiah. 

No (23) Diisi nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggai·an (DIPA) tahun 

anggaran berjalan. 

No {24) Diisi nomor dan tanggal pengesahan oleh Pembina Sektor Industri. 
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No (25) Diisi nama dan ditandatangani oleh Pembina Sektor lndustri. 

No (26) Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang 

tercantum dalam Angka Pengenal Impo1iir Produsen (API-P) yang 

didaftarkan pada Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan. 

3alinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

u.b. 
l{e :;a:;,s;a::l!!' n Umum 

,u~~· ~ 
•f; . ! • ' . 
. I , ., 

~ ju~ •• ·: 

N~\~.,,~- _. ,.;,•., 8912 1 001 
.'f'~· 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMPIRAN Ill 
PERATURAN DIREIITUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER· 10 /BC/2018 TENTANG TATA CARA 
PEMI3ERIAN BEA MASUK DITANGGtJNG PEMERINTAH 

SURAT KETERANGAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN
BERBASIS KOMPUTER (IT INVENTORY) 

Nomor: ... ......... ......... (1) ............................. . 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ...... .. .... ..... ........... /Kepala 
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe ......................................... :> selaku 
penerbit keputusan pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) 
Pembebasan atau Pengembalian. sebagai be1ikut: 

Nama Pentsahaan 
Alamat Perusahaan 

NPWP 

Nemer Keputusan Pembe1ian Fasilitas 

: ............................... (2) ............................. . 

: ............................... (3) ..... .... .... ................ . 

: .... ......... ................. . (4) ......................... .... . 

KITE Pembebasan atau Pengembalian : ....... ....... ................. (5) ............................. . 

Lokasi Pab1ik Badan Usaha : l.. .................. .' ........ (6) ............. ............... . 

2 .... ..... .. .... ............. .. ..... ................ ..... dst. 

Menerangkan bahwa pe1usahaan sebagaimana disebutkan • di atas telal1 memenuhi 
ketentuan pendayagunaan IT Inventory sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan 
penmdang-undangan mengenai: • 

1. Tata Laksana Pembebasan Bea Masuk atas Imper Barang dan Bahan untuk 
Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain. dengai:i Tujuan untuk Diekspor; 

2. Tata Laksana Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Imper Barang 
dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan 
Tujuan untuk Dieksper; dan 

3. Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer Pada Perusahaan 
Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat, 
serta Kerahasiaan Data dan/atau Info1masi Oleh Direkterat Jenderal Bea dan 
Cukai. 

Surat Keterangan ini dikeluarkan sebagai syarat pengaJuan pennohonan Fasilitas Bea 
Masuk Ditanggung Pemerintah bagi Perusahaan yang memperoleh fasilitas 
Pembebasan/Pengembalian Bea Masuk atas lmpor Barang dan Bahan untuk Diolah, 
Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Oieksper. 

.................. ' ..... (7) ............ . 
Kepala Kantor Wilayah DJBC ... ... / 
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea 
dan Cukai ......... .. .............. :> 

Cop 
...... (8) . .. .. 

NIP ................. ...... . . 

·> caret salah satu 
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PETUNJUK PENGISIAN 

No (1) Diisi nomor Surat Keterangan. 

No (2) Diisi nama perusahaan. 

No (3) Diisi alamat perusaahaan. 

No (4 ) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan. 

No (5) Diisi nomor Keputusan Pemberian Fasilitas KITE Pembebasan atau 

Pengembalian. 

No (6) Diisi lokasi pabrik badan usaha. 

No (7) Diisi tanggal Surat Keterangan. 

No (8) Diisi nama dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direklorat 

Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan 

Cukai yang menerbitkan Surat Keterangan Penerapan Sistem 

Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory). 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMPIRAN IV 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ 
NOMOR PER- 10 /BC/2018 TENTANG TATA CARA 
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMEHINTAH 

SURAT PERNYATAAN 
ATAS REALISASI KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI BM DTP 

Nomor: ..... ................ (1) .. ... ...... ............ ...... . 

Kami yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama 
Jabatan 
Nama Perusahaan 
AlamatPerusahaan 
NPWP 
Non1or KMK BM DTP 

: ......................... (2) .. ............................. ... . 
: ...... .... .... ........ . .. (3) ...... .. · .. ... .... ...... .. ......... . 
: ... .... .... .............. ( 4} .. ... . .. ....... ............. ...... . 
: ··· ·· ········· ····· ······(5} .................................. . 
: ..... .. .... ... ...... .. .. . (6) ..... ............................. . 
: .... ... ...... .. .......... (7) ................... .............. .. 

dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa telah/belum*l melakukan realisasi 
impor atas Keputusan Menteri Keuangan tentang BM DTP tersebut diatas. 

Jumlal1 Barang/Bal1an dan Nilai Total BM DTP yang telah mendapatkan 
Nomor Pendaftaran sampai dengan Surat Pemyataan ini ditandatangani 
sebagaimana terlampir. **l 
Kami bersedia be1i.anggung jawab atas kebenaran isl surat dan/ atau 
lampiran*l dan bersedia apabila sewaktu - waktu dilakukan pemeriksaan 
kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai . 

......... . ....... . . (8) ................. . 

Pemohon 
r------1 
1 Meterai 1 
L~~~-~o~J ...... (9) ..... 

*l coret yang tidak perlu: 
**l tidak dicantumkan dalam hal belum terdapat realisasi. 



1• 1

~•• """••••utwww,u 1 1 T n ••• · •"?18i:1.J1M$Wil'~l!im - .w ,, - ••• ,.. , • ._.,.,, 0 11 -. 1ea121 ·:-5• s,.,;w..:w• ,,. • 

I ~:;RAN .. ~.~~~ .. ~~RNYATAAN 

Tanggal : .... .. 11.. .. . 

SURAT PERNYATAAN 
ATAS REALISASI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI BM DTP 

NO NOMORDAN DAFfAR BARANG DAN BARAN REALISASI 
TANGGAL URAIAN BARANG BERDASARKAN KMK ... ... SISAKUOTA SISAKUOTA 

PENDAFTARAN JUMlAH PERKIRAAN REALISASI REALISASI (JUMLAH) (RP) 
PEMBERITAHUAN SATUAN BEAMASUK (JUMLAH) (RP) 
PABEAN IMPOR 
... .... (12) .. ...... ·· ·· ···(l3) ........ ...... . (14) ........ ....... (15) .. .... .. ..... . ,. (16) ........ . .. .... (17) .... .... . . . . . . . ( 18) ........ . ... ... (19) ..... ... 

TOTAL .... (20) ... .. .... (21) ..... . .... (22) .. .. . 

Pemohon 
r-- ----, 
l Meterai : ... ... (23) .... . 
~~~~-~o~J 
................. ................ 

l 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
i 

f 
&,.,,_ 

111 n a! bAU zt 1,ll?.,_.\I -..-. • • , n:·w ~,ow:i._ e;;,1 ••ir• 55 1 · tiait t .,....m • ._... ···-··-J 
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PETUNJUK PENGISIAN 

No (1) Diisi nomor Surat Pemyataan. 

No (2) Diisi nama pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka 

Pengenal Importir Produsen (API-P) yang didaftarkan pada Sistem 

Aplikasi Registrasi Kepabeanan yang menandatangani Surat 

Pernyataan. 

No (3) 

No (4) 

No (5) 

No (6) 

Diisi nama jabatan. 

Diisi nama perusahaan yang mendapatkan fasilitas BM DTP. 

Diisi alamat perusahaan yang mendapatkan fasilitas BM DTP. 

Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

No (7) Diisi nomor Surat Keputusan Mentert Keuangan yang telah 

diterbitkan. 

No (8) Diisi tanggal Surat Pemyataan. 

No (9) Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang 

tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang 

didaftarkan pada Si_stem Aplikasi Registrasi Kepabeanan. 

No ( 10) Diisi nomor Surat Pernyataan. 

No (11) Diisi tanggal Surat Pernyataan. 

No (12) Diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor. 

No (13) Diisi uraian barang pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai 

Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui. 

No (14) Diisi jumlah satuan pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai 

Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui. 

No (15) Diisi perkiraan bea masuk pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai 

Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui. 

No (16) Diisi realisasi jumlah barang dan bahan. 

No (17) Diisi nilai realisasi dalam mata uang rupiah. 

No (18) Diisi (14-16). 

No (19) Diisi (15-17). 

No (20) Diisi total perkiraan bea masuk pada Keputusan Menteri Keuangan. 

No (21) Diisi total perkiraan realisasi nilai BM DTP. 
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No (22) Diisi total perkiraan sisa nilai BM DTP. 

No (23) Diisi nama dan ditandatangani pimpinan perusahaan yang tercantum 

dalam Angka Pengenal Importir Produscn (API-P) pada Sistem Aplikasi 

Registrasi Kepabeanan. 

OIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 
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LAMPIRANY 
PERATURA..I\J DIREIITUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR FER- lG /BC/2018 TENTANG TATA CARA 
PEMBERiAN £3EA MASUI< DITAM.!CUNG PEMERINTAH 

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN BARANG DARI GUDANG BERIKAT 
DENGAN MENGGUNAKAN BM DTP 

Nomor : . ...... .. ....... . .... (1) .. ........... ... ...... ....... . 

Kami yang bertandatangan di bawah ini : 

I. Nama Perusahaan 
Alamat Penisahaan 
Nomor Surat Keputusan Penetapan 
Pengusaha Gudang Be1ikat atau 
Pengusaha di Gudang Berikat 
merangkap Penyelenggara di 
Gudang Bertkat (PDGB) 
Alamat Gudang Bertkat 
NPWP Perusahaan 
Nama Pemilik/Penanggung jawab 

: ················ ···· ······ ··(2) .......... ............. .... . ........ . 
: ···· ···················· ·· ••.(3) ........... ..... ... ................. . 

: ··· ·· ···· ······ ············ ·(4) ............... ..................... . 
: .. ... .. ... . ........ ........ . (5) .................... . ... ............ . 

: .. .................... ...... (6) .......... .............. ...... ...... . 

: ........ ... ·········· ....... (7) ......... .... ........... ...... .. .... . 

Selanjutnya disebut sebagai Pengusaha Gudang Berikat atau Pengusaha di 
Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB); 

II. Nan1a Perusahaan : ....... .. .. .... ............. (8) .. ....................... . ......... . . 
Alamat Penisahaan : ................ ......... . .. (9) ..... ... ... ................... ..... . . 
Nomor Izin Usaha : ...... . .......... ... ... ..... (10) ............ .. ....... ........ ..... . 
NPWP Perusahaan : •••• •••·•• .. ········ ···· ····(11) ......... ~ .......... ........ ...... . 
Nama Pemilik/Penanggung jawab 
Nomor Surat Keputusan Pembertan 
BM DTP 

: ··········· ········· ··· ·····(12) ....... ..................... ... ... . 

: ·•·· ··•· ..... ............ ... ( 13) ....... ...... .. ···· · ..... ......... . 

Selanjutnya disebut sebagai Perusahaan Penerima BM DTP. 

Pengusaha Gudang Berikat atau Pengusaha di Gudang Bertkat merangkap 
Penyelenggara di Gudang Be,rikat (PDGB) dengan ini menyatakan bahwa telah 
menyetujui pengeluaran barang darl Gudang Bertkat kepada Pemilik Fasilitas BM 
DTP, dengan menggunakan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Peme1intah, sesuai 
Surat Keputusan Pembe1ian BM DTP di atas, dengan rincian jumlah dan jenis barang 
sebagaimana terlampir dalam Surat Pemyataan ini: 

No Uraian Ba.rang Jumlah Perkiraan Harga PosTartfHS Perkiraan 
Satuan Bea Masuk 

Per Satuan Total (Rp) 

........ (14) ......... . .. . . (15) .... .. ...... (16) ...... ... (17) .... : ....... (18) ....... . . .... (19) ...... 

Atas pengeluaran barang yang dilaksanakan, Pengusaha Gudang Be1ikat atau 
Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang Berikat (PDGB) 
bersedia bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan pengeluaran barang 
dimaksud, dan bersedia apabila sewaktu - waktu dilakukan pemeriksaan kemudian 
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 

..... ....... .. ,.(20) .. ... ; ..... . 

Pemilik/Penanggung jawab 
Perusahaan Pene1ima BM DTP 

1) ... . . . Meterai 
Rp.6000 

Pemilik/Penanggung jawab 
Pen usaha Gudang Berikat/PDGB 

p Pe111sah 

. ... (22) .. .. .... . 
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PETUNJUK PENGISIAN 

No (1) Diisi sesuai dengan non1or Surat Pernyataan Pengeluaran Barang Dari 

Gudang Berikat. 

No (2) Diisi nama perusahaan sebagai Pengusaha Gudang Berikat atau 

Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang 

Berikat (PDGB). 

No (3) Diisi alamat perusahaan sebagai Pengusaha Gudang Berikat atau 

Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang 

Berikat (PDGB). 

No (4) Diisi nomor Surat Keputusan Penetapan Pengusaha Gudang Berikat 

atau Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di 

Gudang Berikat (PDGB). 

No (5) Diisi alamat Gudang Berikat. 

No (6) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sebagai 

Pengusaha Gudang Berikat atau Pengusaha di Gudang Berikat 

merangkap Penyelenggara di Gudang Be1ikat (PDGB). 

No (7) Diisi nama pemilik/penanggung jawab sebagai Pengusaha Gudang 

Berikat atau Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara 

di Gudang Berikat (PDGB). 

No (8) Diisi nama perusahaan pene1•ima BM DTP. 

No (9) Diisi alamat perusahaan penerima BM DTP. 

No (10) Diisi nomor Izin Usaha. 

No (11) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan penerima BM DTP. 

No (12) Diisi nama pemilik/penanggung jawab sebagai perusahaan penerima 

BM DTP. 

No (13) Diisi nomor surat keputusan pemberian BM DTP tahun anggaran 

berjalan. 

No (14) Diisi uraian barang yang mendapatkan fasilitas BM DTP. 

No (15) Diisijumlah satuan barang yang mendapatkan fasilitas BM DTP. 

No (16) Diisi harga per satuan perkiraan harga dalam mata uang asing 

dengan incoterm C&F atau CIF. 

No (17) Diisi total harga barang perkiraan harga dalam mata uang asing 

dengan incoterm C&F atau CIF. 

No (18) Diisi pos_ tarif berdasarkan Harmonized System (HS) sesuai dengan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Sektor BM DTP tahun anggaran 

berjalan. 

No (19) Diisi perkiraan bea masuk dalam mata uang rupiah. 
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,o (20) Diisi tanggal Surat Pemyataan Pengeluaran Barang Daii Gudang 

Berikat. 

:\J'o (21) Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusal1aan yang 

tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang 

didaftarkan pada Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan. 

No (22) Diisi nama dan ditandatangani oleh Pengusaha Gudang Berikat atau 

Pengusaha di Gudang Berikat merangkap Penyelenggara di Gudang 

Berikat (PDGB). 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

u .b. 
K~p~~~ian Umum 
/. • •. ~t• i<l'P:J~ · - .. 

1/#.'· 

,. [ A j~to 
• P 197004-1~ 198912 1 001 

' -.__ .. , < <c<J /7 
-f.:., •~n f'I ~""~ 
~ .=,-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

• HERU PAMBUDI 
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LAMPI\{!~ Vl 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ 
NOMOR PER- 10 /BC/2018 TENTANG TATA CARA 
PEMBERJAN BEA MASUK DlT.A.N(X; l INC PEMERINTAH 

KETENTUAN FORMAT CAP 
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH 

TAHUN ANGGARAN BERJALAN 

JOCM 

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN 
PERA TU RAN MENTERI KEUANGAN NOMOR. ..... .......... 

Kode Akun (MAP) : 412116 Nama Pejabat: 
Nilai BM-DTP NIP 

Paraf 
Tanggal 

Keterangan: 

--r 
4CM 

__l_ __ 

1. Cap/Stempel berbentuk persegi panjang, dengan masing-masing sisi 

adalah garts tebal dan tipis: 

Panjang : 10 cm 

Lebar 4 cm 

2 . Tulisan "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR. ... " 

Tipe huruf 

Ukuran 

: Arial 

: 14 ( ± 3 mm) 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Direktorat J enderal 

u.b. 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 

K~-a:l:a$_agian Umum 
~~tt, " fi>t'il¼ ~ 
• I~ ,,.,..•- •-..., ·•:-:< '❖, 

, /,; 
/ r-n~..-t«&r"t 

,l ~ f· 
-~ < • 

\\·..-\-wa 1 nto 
\;· -.':NIP .1 198912 1 001 

·,·,~-~~;~. 
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IAPORAN REALISASI IMPOR BM DTP 

LAMPIRAN VII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 10 / BC/ 2018 TENTANG TATA CARA 
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH 

BERDASARKAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BM DTP SEKTOR INDUSTRI TERrENTU 

Sektor 

.... .. . (2) ... .. ... 
I 

PERIODE ... ........... SAMPAI DENGAN .......... (l) . ... . 

Nomor dan Tanggal Pemberitahuan Pabean Nama Perusahaan 
Impor 

....... (3) . ....... ....... (4) .... .... 

JUMLAH 

Nomor dan Tanggal Nilai 
KMK 

Impor (C&F 
/CJF) *> 

BM DTP (Rupiah) 

. . . .... (5) .. .... .. . . : .... (6) ... ..... . . ...... (7) . . .. . ... 

••••• ••••• ••••••••••••• •••• •• •• ••·•·· ··· ··•····· 
Kepala Kantor ... .... . ... . ......... ... ... . . . 

• • ••• • • (8). ••••••• 

Nama Terang 
NIP 



No (1) 

No (2) 

No (3) 

No (4) 

No (5) 

No (6) 

No (7) 

No (8) 
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PETUNJUK PENGISIAN 

Diisi periode pelaporan. 

Diisi nama sektor sesuai dengan Keputusan Mente1i Keuangan yang 

telah disetujui. 

Diisi nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean·Impor. 

Diisi nama perusahaan yang melak.ukan realisasi pada Kantor Pa.bean 

Pemasukan Barang. 

Diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang telah 

disetujui. 

Diisi perkiraan harga dalam ma.ta uang a.sing dengan incoterm C&F 

a.tau CIF. 

Diisi perkiraan bea masuk dalam ma.ta uang rupiah. 

Diisi nama, ditandatangani dan stempel Kepala Kantor Pa.bean 

Pemasukan Ba.rang. 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

u.b. 
Ke -~ ian Umum 

' : 
h ,'< 1, to 
\~ -?-; .~ . 98912 1 001 

, •r • ........ _ ...,r" 

' .•. ,,.-, 'O(; 

-"--~~ -
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LEMBAR PEMOTONGAN JUMLAH BARANG DAN BAHAN 
BM DTP TAHUN ANGGARAN BERJAIAN 

IAMPIRAN VIII 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ 
NOMOR PER- 10 / BC/ 2018 TENTANG TATA CARA 
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH 

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BM DTP SEKTOR INDUSTRI TERTENTU 

Nomor KMK / Tanggal 
Nama Perusahaan 
Alamat Perusahaan 
Lokasi Proyek 
Nama / Nomor Item Barang 
Kuota ( Jumlah) 

. -·. . . .. - ..... . . . .. - ·-• .. .. -·-. ·- . ·--- ·--.... 

..... . ,{!) ..... . _. 

... .. .. (2) .... . .. . 

.. .. ... (3) . .. . ... . 
.. .. . .. (4) ..... .. . 
....... (5) . . ..... . 
. .... .. (6) ....... . 

~ .... - - ·-• ... - . ..... .. ·• •- - - ·-·-----·-··-----------··· - -··- _ ,. ·····--- · ....... __ __ ..,........ -- ------- -.. ----·-·-··-- ----····· .. ... _____ ___ ,. - . ··-·---·--·- ·-.. ~- ..... . ---··-··-·-·---- ··--·----···----·-· --- ··- -- ·-- -··-·-

NO NOMORDAN NOMOR DAN TANGGAL REALISASI REALISASI SISAKUOTA KANTOR PABEAN VALIDASI 
TANGGALAJU PENDAFTARAN (RP) (JUMLAH) (JUMLAH) 

PEMBERITAHUAN PEMBERITAHUAN 
PABEAN IMPOR PABEAN IMPOR 

.... ... (7) ........ ... ... . (8) .. .... .. ....... (9) ........ . ...... (10) ........ . ...... ( 11) ........ . ... ... (12) ...... .. . .... .. (13) ... ..... 

i 
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PETUNJUK PENGISIAN 

No (1) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan BM DTP. 

No (2) Diisi nama perusal1aan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

No (3) Diisi alamat perusahaan ·sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) . 

No (4) Diisi lokasi proyek. 

No (5) Diisi nama/nomor item barang pada Rencana Impor Barang (RIB) 

sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui. 

No (6) Diisi jumlah kuota barang dan bahan pada Rencana Impor Barang 

(RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui. 

No (7) Diisi nomor dan tanggal aju Pemberitahuan Pabean In1por. 

No (8) Diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor. 

No (9) Diisi jumlah realisasi BM DTP dalam mata uang rupiah. 

No ( 10) Diisi realisasi jumlah barang dan bahan. 

No (11) Diisi sisa kuotajumlah barang dan bahan. 

No (12) Diisi Kantor Pabean tempat pemotongan kuota/pengeluaran 

barang. 

No (13) Diisi nama, NIP, tanggal dan ditandatangan-i pejabat bea dan cukai 

yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean. 

DIREIITUR JENDERAL BEA DAN CUKAJ, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 



- 40 -

LEMBAR PEMOTONGAN NILAI TOTAL BM DTP 
BM DTP TAHUN ANGGARAN BERJALAN 

LAMPIRAN IX 
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
NOMOR PER- 10 /BC/2018 TENTANG TATA CARA 
PEMBERI_AN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH 

BERDASARKAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BM DTP SEKTOR INDUSTRI TERTENTU 

Nomor KMK / Tanggal 
Nama Perusahaan 
Alamat Perusahaan 
Lokasi Proyek 
Pagu KMK (Rp) 

NO NOMORITEM 
BARANG PADA RIB 

·······(6) ........ 

-- - --- -- .. - - .... •- -- --- . - - - ... - - -- ···- . -· - -

....... (1) .... ... . 

...... . (2) ....... . 

....... (3) ....... . 

....... (4) ....... . 

.. ..... (5) ....... . 

NOMOR URUT PADA LEMEAR REALISASI SISAPAGU KANTOR PABEAN VALIDASI 
PEMOTONGANJUMLAH (RP) TOTAL(RP) 

.. .. . .. (7) ........ ....... (8) ........ . .... .. (9) ...... .. . ...... (10) ..... ... . ...... ( 11) .. .. • .... 
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PETUNJUK PENGISIAN 

No (1) Diisi nomor dan tanggal Surat Kcputusan BM DTP. 

No (2) Diisi nama perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

No (3) Diisi alamat perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) . 

No (4) Diisi lokasi proyek. 

No (5) Diisi jumlah pagu BM DTP untuk perusahaan sesuai Keputusan 

Menteri Keuangan yang telah disetujui dalam mata uang rupiah. 

No (6) Diisi nomor item ha.rang pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai 

Keputusan Menteri Keuangan yang telal1 disetujui. 

No (7) Diisi nomor urut pada lembar pemotongan jumlah barang dan 

bal1an sesuai lampiran VIII. 

No (8) Diisi jumlah realisasi BM DTP dalam mata uang rupial1. 

No (9) Diisi sisa pagu total BM DTP dalam mata uang rupiah. 

No (10) Diisi Kantor Pabean Pemasukan Barang. 

No (11) Diisi nama, NIP, tanggal dan ditandatangani pejabat bea dan cukai 

yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean. 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, 

-ttd-

HERU PAMBUDI 


